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ABSTRAK 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi yang semakin meruak hingga ke seluruh dunia 

mengakibatkan terjadi sebuah perkembangan dalam berbagai sektor, yang mana 

dalam hal ini bidang perekonomian masuk di dalamnya, dimana digalakkan suatu 

upaya oleh pemerintah yang bertujuan agar dapat tercapai sebuah masyarakat 

yang adil serta makmur dengan berideologikan Pancasila dan juga Undang-

Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat menjadi UUD 1945). Indonesia 

sebagai sebuah Negara yang masih mengalami perkembangan terus melakukan 

berbagai upaya guna memenuhi kebutuhan setiap warganya, salah satu upaya 

yang dilakukan ialah dengan cara memenuhi kebutuhan ekonomi melalui 

penyediaan lembaga pembiayaan bank serta lembaga pembiayaan non-bank. 

Peran yang dimiliki oleh lembaga perbankan serta lembaga non-perbankan 

ialah dengan menawarkan solusi guna membantu masyarakat mewujudkan 

impiannya dalam memenuhi kebutuhan.
1
 Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Keputusan 

Presiden Nomor: 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Selanjutnya 

disingkat menjadi Keppres No: 61 Tahun 1988), lembaga pembiayaan 

didefinisikan sebagai: “Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam 

bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara 

langsung dari masyarakat”.
2
 Lembaga Pembiayaan sendiri terdiri atas: Sewa Guna 

                                                             
1
 Karanantara, I, B, E., Budiartha, I, N, P., Ujianti, N, M, P., “Wanprestasi yang 

Dilakukan oleh Pihak Debitur Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Dana Rahayu”, Jurnal 

Analogi Hukum, Vol.2 No.2, 2020. 
2
 Keppres Nomor: 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan 
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Usaha, Usaha Kartu Kredit, Modal ventura, Pembiayaan Proyek, Anjak Piutang 

serta Pembiayaan Konsumen.
3
 Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No 9 tahun 

2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dikatakan bahwa: “Pembiayaan konsumen 

merupakan kegiatan pembiayaan dalam pengadaan barang kebutuhan konsumen 

yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.”
4
 

Lembaga jaminan yang acap kali digunakan oleh masyarakat salah satunya 

ialah lembaga jaminan fidusia, jaminan ini sendiri merupakan suatu bentuk dari 

jaminan yang asalnya ialah dari yurisprudensi serta penggunaannya di negara 

Indonesia telah dilakukan sedari zaman penjajahan Belanda. Penggunaan dari 

bentuk jaminan ini meluas dalam transaksi pinjam-meminjam, hal ini merupakan 

faktor dari anggapan bahwa proses pembebanan pada jaminan ini sederhana, 

mudah juga cepat, walaupun dalam beberapa aspek kepastian hukumnya masih 

dianggap kurang menjamin. 

Eksistensi yang dimiliki oleh Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui 

melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. Ditinjau melalui Pasal 1 butir 2 terlihat bahwa Jaminan 

Fidusia ialah: “Suatu hak jaminan atas benda bergerak baik itu yang berwujud 

ataupun yang tidak berwujud serta benda tidak bergerak (khususnya bangunan) 

yang mana dalam hal ini tidak dapat dibebani suatu hak tanggungan sebagaimana 

termaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai suatu agunan atas 

                                                             
3
 Sunaryo, 2003, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12-13. 

4
Anggraini Kosasih et.al, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual 

Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan), Jurnal Darma 

Agung, Vol.27 No.1, April 2019. 
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pelunasan utang tertentu, yang kedudukan utama diberikan kepada Penerima 

Fidusia terhadap kreditor lainnya.”
5
 Jaminan fidusia dapat juga didefinisikan 

sebagai sebuah produk konvensional yang ada pada suatu perjanjian pinjam 

meminjam yang mana memiliki kegunaan yaitu untuk melindungi pihak kreditur.
6
 

Terdapat sebuah hubungan hukum yang bersifat prinsipil atau dalam 

makna lain bersifat tambahan yang dikenal dengan sebutan assessoir, dimana 

perjanjian jaminan lahir dengan memiliki konektivitas terhadap perjanjian utama.
7
 

Pemberian jaminan fidusia masuk ke dalam perjanjian yang memiliki sifat 

accessoir dari suatu perjanjian pokok, terkait hal ini penjelasannya berada pada 

Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Dalam Pasal 5 UUJD 

disebutkan bahwa:  “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia ini juga dibuat 

dengan akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris.”
8
 Beberapa asas yang 

terdapat pada hukum jaminan yang merupakan bagian dari hukum benda, asas 

yang paling memiliki keterkaitan  dengan hal tersebut  yakni  asas preference serta 

droit  de  suite. Asas preference sendiri merupakan asas-asas yang dikenyam oleh 

pihak kreditur yang mana dalam hal ini merupakan pemegang jaminan dan 

dinamai sebagai kreditur preference,
9
 sedangkan asas droit de suite sendiri ialah 

suatu hak yang terus berada dalam kuasa pemilik benda atau dalam arti lain bahwa 

                                                             
5
 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

6
 Fikrotul Jadidah, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi 

Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019)”, IBLAM Law 

Review. Vol. 02 No. 02 Mei 2022. 
7

 Sharen Sindra, “Kepastian Hukum Eksekusi Objek Jaminan Fidusia”, Binamulia 

Hukum, Vol.9 No.1 Juli 2020. 
8
 Pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 

9
 I Made Sarjana, dkk., Menguji Asas Droit de Suite dalam Jaminan Fidusia, Udayana 

Master Law Journal, Vol. 4 N0. 3 September 2015, hlm 427. 
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asas ini merupakan suatu hak yang mana di tangan siapapun hak ini akan terus 

mengikuti bendanya.
10

 

Menurut Undang-Undang, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia 

mereka sama-sama diberikan suatu perlindungan hukum, dimana perlindungan 

hukum yang diberikan kepada pemberi fidusia ialah berupa adanya hak pakai atas 

benda yang dijadikan sebagai objek jaminan dan wanprestasi tidak akan 

mengakibatkan objek jaminan mengalami perubahan hak kepemilikan jika di 

kemudian hari dilakukan oleh pemberi jaminan. Dapat terlihat bahwa objek 

jaminan fidusia masuk ke dalam kategori benda bergerak yang mana perpindahan 

objek ini tentu sangatlah riskan, ketika di lapangan permasalahan yang semacam 

inilah yang dapat mengakibatkan sulit untuk melakukan penerapan asas droit de 

suite oleh penerima fidusia.
11

  

Suatu permasalahan yang mana sering terjadi ialah pihak debitur tidak 

melaksanakan kewajibannya yaitu untuk membayar angsuran kepada pihak 

kreditur, hal seperti ini tentulah menyebabkan sebuah kerugian bagi pihak 

kreditur. Contoh kasus yang terjadi salah satunya ialah pada Putusan 

No.70/Pdt.G.S/2020/PN Palembang, dimana hal ini menimpa PT Astra Sendaya 

Finance Cabang Palembang yang digugat karena melakukan eksekusi objek 

jaminan fidusia terhadap Penggugat yang wanprestasi. Pihak Tergugat yaitu PT 

Astra Sendaya Finance Cabang Palembang dianggap melakukan eksekusi objek 

jaminan tidak berdasarkan ketentuan yang ada, sehingga hal ini menurut 

                                                             
10

 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia 
11

 Sharen Peari Carakata dan Ambar Budhisulistyawati, “Perlindungan Hukum Bagi 

Kreditur Terhadap Objek Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pendaftaran 

Fidusia (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY)”, Jurnal Privat Law, 

Vol.VII No.2 Juli-Desember 2019. 
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Penggugat menyebabkan kerugian bagi dirinya. Dalam kasus ini sebetulnya sudah 

sangat jelas bahwa pihak Penggugatlah yang melakukan wanprestasi, dimana 

pihak Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. Penyebab yang memungkinkan terjadinya hal 

seperti ini adalah tidak adanya peraturan secara tegas yang mengatur terkait 

dengan siapakah yang harus melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia 

tersebut. 

Apabila kasus seperti ini terjadi secara terus-menerus, maka ini tidak 

hanya menyebabkan kerugian saja, tetapi juga menyebabkan keberadaan pihak 

kreditur dalam posisi yang lemah karena tidak mendapatkan perlindungan hukum 

sebagaimana mestinya. Hal tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan 

hukum, sehingga dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan memfokuskan pembahasan pada pertimbangan hakim pada kasus 

Jaminan Fidusia pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg dan kekuatan 

eksekutorial Objek Jaminan Fidusia pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg 

sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan pengkajian 

dalam penelitian skripsi yang berjudul: “Kekuatan Eksekutorial Objek Jaminan 

Fidusia Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur pada Putusan No. 70/Pdt.g.s/2020/PN 

PLG” 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus Jaminan Fidusia dalam 

Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg? 

2. Bagaimana kekuatan eksekutorial Objek Jaminan Fidusia pada Putusan 

No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dikemukakan tujuan 

dari penulisan penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada kasus Jaminan 

Fidusia dalam Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan eksekutorial Objek Jaminan 

Fidusia pada Putusan No.70/Pdt.g.s/2020/PN Plg Sebagai bentuk pemenuhan 

hak kreditur. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan di atas, penelitian ini diharapkan bisa berdampak dan 

memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat Penelitian untuk kepentingan teoritis yakni pengembangan 

ilmu dan praktis yakni bagi kreditur, debitur, serta lembaga yang 



7 

 

 

 

berwenang menindak tindakan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

hukum khususnya mengenai perlindungan hukum kreditur dalam eksekusi 

objek jaminan fidusia, sehingga mampu menjadi acuan dan referensi bagi 

penelitian sejenis lainnya di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kreditur 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan (debitur) serta 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam memberikan pelayanan 

yang layak untuk debitur sehingga akan meminimalisir terjadinya 

wanprestasi. 

b. Bagi Debitur 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

dalam melakukan peminjaman kepada lembaga keuangan (bank maupun 

non-bank) serta meningkatkan kewaspadaan debitur dalam melakukan 

peminjaman. 

c. Bagi Pengadilan Negeri 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan 

pertimbangan bagi para penegak hukum dalam memberikan putusan 

terhadap suatu perkara pada sengketa hukum yang terjadi di Indonesia, 

khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap kreditur. 
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E. Ruang Lingkup 

Batasan penulisan Proposal Skripsi ini memberikan gambaran yang jelas 

agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang serta meluas dari pokok 

permasalahan, maka pembatasan ruang lingkup dalam penelitian ini ialah hanya 

mencakup hal yang berkaitan dengan pertimbangan hakim serta kekuatan 

eksekutorial Objek Jaminan Fidusia sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur 

berdasarkan putusan No.70/Pdt.G.S/2020/PN Plg. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian dalam proposal skripsi ini menggunakan penelitian hukum 

normatif atau doctrinal yang mana kajian hukum normatif ini dilakukan 

melalui penelitian terhadap bahan kepustakaan yang mana dalam hal ini 

digunakan sebagai sumber hukum sekunder. Kajian pada penelitian ini juga 

akan menggunakan teori-teori, asas-asas hukum dan juga Ketentuan hukum 

serta ketentuan lain yang memiliki relevansi dengan ruang lingkup kajian 

penelitian ini.
12

 Metode penelitian ini mengkaji buku-buku, jurnal nasional, 

internet, serta bahan pustaka lain yang relevan dengan topik pembahasan dalam 

skripsi ini, dan juga dengan menganalisis kasus-kasus yang ada guna 

menambah bahan pada pembahasan skripsi ini untuk memberikan gambaran 

yang lebih lengkap. 

                                                             
12

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14. 
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2. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 

adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan 

Perundang-Undangan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan 

cara mengkaji semua Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan yang 

memiliki keterpautan dengan masalah hukum yang akan ditangani.
13

 

Pendekatan Perundang-Undangan acap kali digunakan untuk mengeksplorasi 

suatu Perundang-Undangan yang masih memiliki kekurangan atau masih 

memiliki makna yang ambigu baik dalam pengaturan secara teknis maupun 

pengimplementasiannya dalam masyarakat. Metode ini digunakan untuk 

memahami sebuah hirarki dan asas-asas yang berlaku pada Peraturan 

Perundang-Undangan. Metode ini dilaksanakan dengan cara meneliti 

Peraturan Perundang-Undangan maupun regulasi yang memiliki hubungan 

dengan kasus hukum dalam penelitian ini.
14

 

 

3. Bahan Penelitian 

a. Bahan Penelitian Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah konten yang telah dianggap 

mengikat secara hukum karena berasal dari berbagai sumber termasuk 

undang-undang, surat yang menjadi undang-undang, surat resmi, dan 

                                                             
13

 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, hlm. 93. 
14

 Johny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media 

Publishing, Malang, hlm. 46. 
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putusan pengadilan.
15

 Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer 

yang digunakan ialah: 

a. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia 

(Lembaran Negara 1999/No. 168, Tambahan Lembaran Negara 

No. 3889) 

c. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan 

Fidusia (Lembaran Negara 2015/No. 80, Tambahan Lembaran 

Negara No. 5691) 

d. Putusan No.70/Pdt.G.S/2020/PN Plg terkait Eksekusi Objek 

Jaminan Fidusia 

e. Putusan Mahkamah Konsitusi No.18/PUU-XVII/2019 

f. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 2/PUUXIX/2021 

g. Peraturan perundang-undangan lain yang memiliki suatu 

keterkaitan dengan permasalah dalam kajian penelitian”. 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang tujuannya ialah 

untuk menafsirkan bahan hukum primer, yang mana bahan hukum 

sekunder itu sendiri meliputi buku, jurnal hukum, dokumen ilmiah atau 

pendapat dari ahli hukum yang relevan dengan obyek penelitian. 

                                                             
15

 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm.141. 



11 

 

 

 

Penggunaan bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan suatu 

panduan terkait arah penelitian kepada peneliti.
16

 

3. Bahan Hukum Tersier 

Sumber Bahan Hukum Tersier ialah suatu bahan hukum yang 

dapat memberikan sebuah petunjuk serta penjelasan yang didasarkan 

pada bahan hukum primer dan juga sekunder seperti halnya 

Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Istilah Bahasa 

Hukum.
17

 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Berdasarkan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, 

maka dalam pengumpulan bahan penelitian teknik yang digunakan antara lain 

melakukan observasi kepustakaan yang sumbernya berasal dari literatur-

literatur, jurnal-jurnal hukum, serta hasil dari sebuah penelitian. 

 

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian 

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penafsiran hukum berupa penafsiran kualitatif. Metode 

penafsiran kualitatif merupakan sebuah metode penafsiran berdasarkan norma 

hukum yang ada pada Ketentuan hukum, putusan pengadilan dan bahan tertulis 

lainnya, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran secara 

                                                             
16

 Sri Mamudji, 2006, “Penelitian Hukum Normatif”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

hlm. 13. 
17

 Bambang Sunggono, 2017, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hlm. 116 
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keseluruhan terkait dengan masalah yang diteliti, selanjutnya akan dicari suatu 

solusi atas permasalahan tersebut. kemudian akan dilakukan penarikan 

kesimpulan guna mendapatkan sebuah hasil dari permasalahan dalam 

penelitian.
18

 

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Metode penarikan kesimpulan yang peneliti pakai guna melakukan riset 

ini ialah metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dilaksanakan 

dengan cara bertolak dari hal-hal yang memiliki sifat khusus ke hal-hal yang 

sifatnya umum.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Zainuddin Ali, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105. 
19

 Aviv Puji Indah Sari, Analisis Penalaran Deduktif atau Induktif Siswa Dalam 

Menyelesaikan Masalah Matematika Ditinjau dari Adversity Quotient, UIN Sunan Ampel, 

Surabaya, 2019,  hlm 9. 
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